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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMA’_I‘ TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR
bahwa dalam rangka penyelenggafaan Pemerintahan Daerah sesuat
Pasal 2] huruf d, e, g dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan
untuk  menggali  sumber-sumber.  pendapatan  guna  mendukung

‘penyelenggaraan Otonomi daerah;

bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Halmahera Timur sesuai
Undang-Undang Nomor | Tahun 2003, maka sangat dibutuhkan sumber-
sumber pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Dacrah untuk
membiayai dan menunjang Penyelenggaran Pemerintahan dan
pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 “ayat (2) huruf ¢ dan Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah
dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pzjak Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan
kewenangan Daerah yang perlu pengaturanya dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
b dan ¢ diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Penerangan Jafan di Kabupaten Halmahera Timur.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 23. Tahun 1997 tentang l’uilmloladn

" Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1))/ Nomor 068,

Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme  ( Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3851 ),
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4, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Bury dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
{ Lembaran Negara Tahur 1999 Nomor 174, [‘ambahan Lembaran
Negara Nomor 3893 ). '

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- -
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
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 Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048); - 1
6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan. Kabupaten 1
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan s
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore: Kepulauan di E
Provinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, -
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264); : -
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 1}
" Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tafmn 2004 Nomor 353, : ;__':
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); T
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemefintahan Daerah - - J
(Lembaran Negara Talun 2004 Nomor [25, Tambahan Lembaran ——
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan %Jndang-Undang 1
Nomor 8 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemefintah pcngganti_ -
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemellmtahan Daerah ——
menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Rl TahuT 2005 Nomor
* 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);s - : : ;:'

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negar allRI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ( Lembaran

' Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran| Negara Nomor
4444);

* 11.-Peraturan; Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara R I Tahun 1983 Nomor 59, Tambghan Lembaran
Negara Nomor 3258); '

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 téntang Aralisis Mengenai .
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84,

" Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai [aerah Otonom
{ Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lenmbaran
negara Nomor 3592);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun ’)000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuvangan Daerah ( Lembaran N(,g{na Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran NegamNo.rnm 4022 )
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I5. Peraturan Pemeriatah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ),
i 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
- Negara Nomor4139 ); |
I'7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR |

dan' :

BUPATI HALMAHERA TIMUR

! N . MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB 1 .
| KETENTUAN UMUM_
! : ' ~ Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l..
2.
3.

PERATURAN PESFRINTUUE AR UTEN HAE MAHERA Y ?;}H TN Do

Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.

Kepala Daerah adalah Bupati Haimahera Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur sebagai unsur penyvelenggara
pemerintahan Daerah.

Pcjabal adalah Kepala Dinas Pendapatan [)aurah :
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh ‘Pemerintah kepada
Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemermtahan dalam Sistim Negara )
Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Dacrah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Dacrah Otonom untuk mengatur

~ dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat scsuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan. -

Daerah Otonom selanjutnya disebut Dacrah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mcmpunyai | batas-batas. wuldyal‘). yang berwenang mengatur dan mengurus -urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat Dalam Sistim Negara kesatuan Republik [ndonesia.
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Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tehagé listrik’ dengan ketentuan

bahwa diwilayah dacrah tersebut tersedia pencrangan jalan, yang rekeningnya dibayar
oleh Pemerintah Daerah, , : : -
Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum.

- Badan adalah- suatu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
- yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan

terbatas, perseroaf komenditer, perseroan lainya, Badan usaha milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social, politik, atau

_ organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. )
Surat Keletapan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan
yang menentukan besarnya pajak yang teruatang, ’ L -
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya Jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit -

pajak, besarnya sanksi administrasi dan Jjumlah yang masih harus dibayar.;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjutnya disingkat -

SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
ditetapkan. ' o ' :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang Selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah

surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah

10,

Il

12

~ Pejabat lain yang ditunjuk untuk melakukan Penyidikan Grliavap i viang

kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Suwrat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
MipLinlii yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamyé dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit noialr I

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjulnya disingkat STi-u, adaﬁu;. Sural untun

melakukan tagthan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga denda.

- Pcjabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya  disebut PPNS adalah Pejabat -

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Menteri Kehaliman / Hulumidan AR ato

H . .
%\ﬁ-ulh (PR [T

Daerah dan Retribusi Daerah._

-
| BABII R
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

o Pasal 2 ' i
. . . R | :
Dengan nama Pajak Penerangan lalan dipungut pajak atas setiap penggunaan Tenaga
Listrik ;

Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

PERATURAN PEMERINTAI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR T'AH{.’N 2043 -229-
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_ Pasal 3
Dikecualikan dari-obyek pajak adalal L
a.  Penggunaan listrik oleh instansi Pemerintah Pusat-dan Pemerintah Dagrah;
b. Penggunaan listrik pada tcmpat--tenwat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
* sebagaimana berlaku untuk Pajak. Megara;
c. Pengpunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas [ulcntu yang
tidak memerfukan izin dart instansi teknis terkait, :
d.  Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadal.
Pasal 4
(1Y  Subyek Pajak Penerangan Jalan “adalah orang pribadi atau begdzm fukum  yang
menogfuna[\dn tenaga listrik. ‘
(2) delbi pajak adalah orang pllbddl atau bdcldn ukum yang anlcuil penggund tenaga
llsl!lkl '
IR ? CLOBABIN
' i DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAIAi\
i
i : P:IS‘ll .
(N Dasar })engendan pajak adalah nilai-jual tenaga listrik.

‘Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :

: a. Dalam hal tenaga listrik .berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga
_ listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rf,l\eni'n}, listrik;

b. Dalam hal tenaga listrike berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran,
mlal jual tenaga dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik setara hacga
satuan listrik yang berlaku di daerah;

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dlmak<;L!d pada ayat (9) huruf b ditetapkan clenwan

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikuit :

keputusan Bupati dengan beepedoman harga satuan listrik yang berlaku di PEN.

Pasal 6

(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan unluk industii sebesar 5 %
(lima persen); - : ‘
(2) Penggunaan tenaga [istrik yang berasal dari PLN, untuk -industri sebesar 4 % (empat
-~ persen);
(3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dclr'l bukan PLN bukan uniuk mdusln scbu;cn 10
% (lima persen); -
(4) Penggunaan tenaga listrik )!dl’lU bemsa] dari bukan PLN, untuk il1£ll|51|‘i sebesar 7,5 %
L (emp'lt pe:qen) T A
I
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BAB 1 \7

DAE RAII l’IZIVIUNGU TAN BAN CARA MENC H[TUN(; PAJAK i

R Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di Kabupaten.

Besarnya pajak yang lerutang dihitung dengan cara mc,ng,ahhkﬂn tariff sub'\g‘llmana
dimaksud  dalam pasal () dengan  dasar pcn;?um(m Subagnnmna dimaksud dalam

V pd\d] A

. BAB ‘." :
MA";A PA.]AK SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal §

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya | {salu) bulan takwim.

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak terbitnya SKPD.

(h
(2)

@)

)

3,

@)

(3

~ Sctiap wajib pajak mengisi SPTPD.

Pasal 9

Pasal 1()'

SPTPD sebagaiman dimaksud pada aydt (l) harus diisi dengan jelas,
lengkap.

Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekcmnj: listrik vang, chtc]bllkan olel
SPTPD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus'disampaikan kepada B
lambatnya 13 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

PLN.
upati selambat-

Benluk isi dan lata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

: BAB AY I
TATA CARA PERHIT UNGAN DAN PENETAPAN PAJS

P,tsal 4 1

Berdasarkan "STPDsebagaimanan dimalksud dalanm pde[ J() pada a
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila pemungut pajak bekeua sama dengan PLN; 1ekenmg fistrily
dengan SIKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dunaksud pada ayat (1) lldak atau kumng

dipersamakan

dibayar setelah

lewat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD. diterima, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunpa scbesar 7 % (dua pu‘;cn) sEbuldn dan

- menerbitkan STPD. ' i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2006
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Pasal 12

Wajib pajak yang membayar SLndlll SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri
yang ferutang;

Dalam jangka waktu 5 {tima) tahuni. bC\ledh saut [uuldnnnyd dedk Bupati menerbitkan;

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN. - v .

SKPDKB scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi ber upa bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan Hihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
. waktu paling lama 1 (salu) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak;
b. apablta SPTPD tidak dismmpaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
© ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung daci pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk Jargka
waktu paling lama I( salu) lahun dihitung sejak saat terutangnya pajak;
c¢. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak. yang terutang dihilung
- secara Jabatan, pajak yang terutang secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikkan sebesar 25 % (clua puluh Tima perser) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dibitung. dari
pajak yang kurang atau térlambat dibayar untuk jangka waktu paling iama 24 (dua
puluh empat) bulan dihilung sejak saal terutangnya pajak. 7
SKPDKBT schagaimana dimaksud_pada ayat (2) hurul b diterbitkan apabita ditcmukan

data baru atau data yang semula belun (erungkap yang menycbabkian penambalan

jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa k(,ncukdn sebesar 100
Yo (serfatus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak. ‘ o .

Apabifa kewajiban untuk membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak seperivhnya dibayar
dalam jangka waktu yang telah ditentukan,ditagih dengan menerbitkan $TPD ditambah
dengan sanksi admistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)-sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang scbagaimana dimaksud pada ayat {4} tidalk

dikenakan apabila \Vcljlb pajak mchporkcm sendiri sebelum dilakukan tmcldk'ln
pamcrll(man

BAB VI -
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13 - .
PLFﬂbB.}’dl an pajak dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Halmahera Timur zdtau tempat

lain” yang ‘ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang dxtcntuk'm dalam PT PD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan SH’D
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© ayat (4), ditetapkan derigan Keputusan Bupati,

g

i

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk; -hasil pencrimaan
pajak Rars disctor ke Kas Dacrah Kabupajen Habmahera Timur sclambat-lambataya | x

- 24 jJamatau dalam waktu ying ditentukan dleh Bupati, . ‘ .

Penibayaran pajak sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) dan ayat (2) 'chii'a’k;il;zm dengan
mengginakan SSPD. : : Coo

- ‘ Pasal 14
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.

- Bupati. dapat memberikan persetujuan kepada wéjib ﬁé.jak untuk Iﬁengangs‘ur. pajak

terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Angsuran pembayaran pajak’ scbagaimana dimaksud . pada ayat (2) harus dilakekan
secara”teratur dan berturont-turut dengan «dikenakan bunpa sebesar 2- % (dua persen)
sebutan dari juinlah pajak yang belum iau kurang dibayar. ' . _
Bupati'dapat memberikan perselujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran
sampai batas' waklu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengar dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) scholan dari Jjumlah pajak yang
_bch_m_fntz'm kurang dibayar. - ) o
Persyaratan untuk dapat mengangsur - dan menunda pembayaran | serta tala cara

pembdyaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada{ ayat (2) dan pada

-

T Pasal 15

Seliap-pembayaran pajak sebagaimana dimaksud datam pasal 14 diberikan tanda bukii

pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan:

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti: pembayaran . dan buku penerimaan  pajak

sehagdimana dimaksud pada ayat (1), d itetapkan dengan keputusan Bupati;
BAB Vil
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

o .. Pasal 16
Surat {eguran, surat peringatan atau surat’lain yang sejefiis awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari'sejak saat jatuh tem po pembayaran.
Dalamijangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal sural teguran. surat peringatan atau
surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang ferutang. : '

Surat teguran, surat peringatan atau surat Jain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)) dikeluarkan oleh.Bupati.

Pasal 17

“Apabila jumlah [ﬁajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi- dalar:n Jangka waktu

sebagaimana’ ditentukan dalam surat “teguran, surat peringatan atau ‘sur

L= e at: lain yang
sejenis;;jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
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(2} Bupati menerbitkan surat paksa segera selelah lewat waktu 21 (dua puluh satu ) hari
sqak tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis.

; Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tanggal pemberitabuan surat paksa, Bupati s{.gua menerbitkan suratl perintah melaksanakan

penyitaan.

Pasal 19

Setelah dlldkukdn peityitaan dan wajib pajak belum mielunasi utang pajaknya. setelah le wat 10
{sepuluh) hari sejuk tanggal pelaksanaan Sural Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati

~ mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20 -

Setelah Kafitor Lelang Negara menctapkan hari, tanggal, Jam dan tempat pf:hi\smmn lelang,

“Juru Sita miembf.rit'lhukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

' Bentuk Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pe!aksanddn penagihan pajak daerah

ditetapkan dengan chutumn Bupati.

: ' BAB IX.
]PLN(;URA\{(IAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

(1} Bupatt berdasarkan  permohonan wajib  pajak  dapal memberikan  pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tala cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajuk scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS]I ADMINISTRASL

Pasal 23

(1) Bupati karena jclbdtdﬂ atauw atas permohonan wajlb-paja!\ dapat :

a.-

PRRA T!:‘g'\'.;l.f\- PAERASE KABUPATEN WL MATER 2 TIAUR AN 2000

membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya 1udqut

“kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan

perundang-undangan perpajakan dacrali;

“membatalkan alau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
“mengurangkan atau menghapus “sanksi - administrasi berupa bunga, denda . dan
‘kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan

wajib pajak atau bukan karena kesalahnnya.
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Apabila pengajuan keberatan sebagaimana .dmaksud dalam- pasal 24 atau banding

b
i
. | .
Permohonan pcn1_bclulan,"pcmhz\lulun. pengurangan, ketelapan dan penghapusan alau
pcngurangan sanksi administrasi atas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) har | _ jib pa
kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (liga pulub hari) hari scjak tanggal diterima
SKPD, SKPDKB dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. 1 o .
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat permohonan schagaimana dimaksud pada
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan. .

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan

dan penghapusan alau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XTI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24 .
Wajih Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas suaty :
a. SKPD; .
b. SKPDKB:

-¢. SKPDKBT;

d. SKPDLB;
e. SKPDN.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disiampaikan secara

fertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak i tanggal SKPD,

SKPDKB, -SKPDKBT dan SKPDN diterima oleh waijib_ pajak, kecuali apabila wajib.
pajak dapat meunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan -

diluar kekuasaannya. : : ‘

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah
i

memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat 12 (dua.belas) bulan sebagaimana dimaksud padlh ayat (3) Bupéti '

tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan. o
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajak. : .

Pasal 25

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan kebergtan.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban
membayar pajalk ‘ : |

Pasal 26

sebagaimana d?maksud dalarh Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 5
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SKPD. SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN- -
us disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak -
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYRAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada Bupati secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. nama dan alamat wajib pajak;

b. masa pajak;
¢. besarnya kelebihan pembayaran pdmk
d. alasan yang jelas.

(2) Bup'ﬁ dalam jangka waklu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada
- ayat (1) harus memberikan keputusan. o

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggdp dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu)
bulan,

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hut’mg pajak lainnya, kc!eblhan pembayaran pajak
sebaghimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
ddhu]h hutang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu pdlmL lama 2 (dua)
bulan| sejak diterbitknnya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan imbalan bunga sebesar 2
% (dua persen) scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. -

_ ~ Pasal 28 :
Apabila kelebihan pembayaran pajak  diperhitungkan dengan. utang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUWARSA

Pusal 29
(n lidk untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setclah melampaui jangka waktu 5
- (lima)- tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, - kecuali apablla wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2} Kadaluwarsa and"lh'm pajak sebagaimana dimaksud pqda ayat (l) tertangguh
_apabila : : :
a. terbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. addnya pengakuan utang pd]dl\ dari wauh pkuak baik Lm"sunu thL[pUI'l Lidak
*langsung. T - : '
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BAB X1V
PENYIDIKAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah - diberi wewenang khusus sebagai ‘penyidik untuk melakakan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. :
2y Wewenang penyidik sebagaimana dunaksud pada ayat (1) adalah :

a.

IR
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan d:mu!amya penyldlkan '
dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum,| sesuai dengan-

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan: atau laporan .

berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau
lapman tersebut mcnjadl lengkap dan jelas;

menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbadl atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubunvan dengan tindak

pidana perpajakan tersebut;
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

~dengan tindak pldana dibidang perpajakan daerah;
“memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, hcrkcna:—m

dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; : _
melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serla mielakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyldikan tindak -

pidana di bidang perpajakan daerah;

~ menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atiau lempat pada
-saat perneriksaan sedang berlangsung dan memeriksa’ identitas prang dan “atau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe; !

“memotret seseorang yang berkaitan-dengan tindak pidana perjakan daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan d]penksa se‘bagan tersangka
atau saksi;
Menghentikan penyidikan.

ketentuan yang diatur dalam Undanﬂ-undang, Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum

" Acara Pidana,

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

J

(h \_Najib pajak-yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau !mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak|benar sehingga
merugikan kevangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutar;,,:,

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau menglsl dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melamplrkan keterangan yang tidak benar sehmgga
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aa dengan pudana Lun paling lamn O

aerah dapat dipid
ak yanj terutang.

mertpikan kewangan d
a paling hanyak 4 {cmpat) kali jumbah paj

{cnam) huian danfatau dend
(3) Tindak Pidana schagal mand ayat (1) dan (2) adalah merupakan pelanggaran.

Pasal 32
ak dituntut setelah melampaui jangka

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tid
u berakhir masa pajak.

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak ata

BAB XVI
KETENTUAAN PENUTUP

Pasal 33

atur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenal aturan

Hal-hal yang -belum di
Peraturan Kepala Dacrah.

pelaksanaannyd alan ditctapkan dengan
Pasal 34

i mulai beriaku pada lnnggal,diundungkan.

Agar setriap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Dacrah int

dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
T

Peraturan Dacrah in

M Maba 1 .
Y Desember 2005

AHEAA TIMUR,
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM

L.

Bahwa sejalan dengan Arah Kebijan. Umum pembangunan Kabupaten Halmahera
Timur, penerimaan pendapatan Daerah harus terus diupayakan peningkatannya dengan
mengali da mengembangkan sumber pendapatan daerah, terutama dari sektor Pendapatan |
Asli Daerah yang bertumpu pada sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Pajak Dacrah merupakan Pendapatan Asli- Dacrah yang merupakan pungutan yang -
menopang Pendapatan Daerah dalam upaya menutupi pembiayaan Pemerintah dan
pembanggunan. ‘ .

_ Sehubungan dengan. itu unfuk menata pung,gutdn Daerah berdasarkan Und: ang-undang
Nomor 34 T ahun 2000 khusus meéngenai. Pajak Penerangan Jalan pada K'lbupdten
Eldlm'lhem Timur, perlu diatur datam Peraturan Daerah quupdten Halmahera Timur.

IL _PEN.TELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Culup jelas.
Pasal 2 _
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas.
Ay.lt (3
Tenaga listrik yang berasal dari PLN adalah tenaga listiik y yang diprodukst
pembangkit tenaga listrik yang dikelola dan dijual oleh PLN. Tenaga listrik yang
berasal dari bukan PLN adalah tenaga lisirik yang diproduksi oleh pembangkit
listrik yvang dikelola dan dijual oleh orang atau badan hukum dnlmu PLN yang
pengoperasiannya tcidh diberi ijin oleh instanst berwewenang,
Pasal 3.
Cukup jelas.
Pasa 4
Ayat (1)
cukup jelas.
PERA J‘-’H.‘.<INfl.-\‘h'n'f:IjIrA.:IIII'H':H'.'-'-'\'H:H,lr.-l”l'-.‘n'-’.‘f PRI DAL e ' 4



Ayal (). : _ S Lo
Yang dimaksud dengan pelangpan adalah orang atau badan hukum - yang

* . mengpunakan tenaga Jistrik -yang berasal dari PLN-sedangkan pengguna adafah .-
~orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari
bukan PLN. ' - :

Pagal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
© Cukup jefas.

Pasal 8 ' | .

Timbulnya ulang pajak tehitung sejak yang bersangkutan memulai menggunakar

fenaga Listrik.

Pasal 10

- Cukup jelas.
Pasal 11 o : o o
Cukup jelas. ' ' ' - L

- Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13 _ o -,

Ayat (1) dan (2) o

Tempat lain yang ditunjuk adalah pembayar Pajak padaj Bendéharhwan _Khﬁsﬂs’.

Penerima.

Pasal 14 .
Cukup jelas.

' Pasal 15 |
Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
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Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas. -

Pasal 19 ‘ - o
Cukup jelas. :

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
. Cukup jelas.

Pasal 22
-~ Ayat (1) -

Pengurangan pajak adalah menggurangi jumlah pajak yang harus dibayar,
keringanan pajak adalah memberlkan kemudahan dalam pelunasan ‘pajak seperti
penundaan pembayaran tanpa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi
nol Rupiah. Kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan tertib administrasi, oleh karena
itu dalam waktu yang telah ditetapkan, keberatan yang diajukan 'oleh Wajlb pajak -

-~ harus eudah diberikan I\Lputusan ! :

|
Ayat (2) |
Cukup jelas. : : i
Pasal 23 ‘ : ' , _ !
. i !
Ayat (1) ) i
Cukup jelas :
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Avat (4) . :
‘ Ayat ini memberikan kepastlan hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan
.dalam tertib administrasi, oleh karena itu dalam waktu yang. telah ditetapkan,
‘keberatan yang diajukan oleh wajib pajak harus sudah diberikan keputusan.

Pasal 24 sampai dengan Pasal 34 Cukup Jelas :  o

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 20
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